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Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang
pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesionai
di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu
melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan
diserahterimakan.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan
termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan
jasa konstruksi.

Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk
bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya
menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai
perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan
pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adala.h nilai y.ang

tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara
keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

(1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi
adalah sebagai berikut:
a. 2%o (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang

dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki
kualifikasi usaha kecil;

b. 4ok (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak
memiliki kualifikasi usaha;

c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang

dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

d. 4Vo (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi
atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang memiiiki kualifikasi usaha; dan
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